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MOTTO 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”.  

(Q.S. Al-Baqarah:286) 

“Usaha Harus Disertai Dengan Doa, Begitu Juga Doa Harus Disertai Dengan 

Usaha. Keduanya Harus Seimbang” 

“Jangan Terlalu Mempercayai Omongan Orang Lain, Percayalah Kepada Dirimu 

Sendiri, Jika Itu Benar. Karena Ketika Terlalu Mempercayai Ucapan Orang Lain, 

Kita Tidak Akan Percaya Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki” 

“Keajaiban adalah nama lain dari Kerja Keras” 

(to the beautiful you) 
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INTISARI 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berubah sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Tugas dan fungsi dari BPD dalam UU 

Nomor 22 Tahun 1999 dalam UU ini bukan Badan Permusyawaratan Desa tetapi 

Badan Perwakilan Desa. Dalam Pasal 104 dijelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa 

atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 

Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disitu dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa 

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. UU ini bertahan cukup lama sebelum akhirnya 

lahirlah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 

55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. Selain itu juga pada Pasal 1 ayat 5 juga dijelaskan bahwa musyawarah Desa 

atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, Pemeritah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Fungsi hukum BPD pada UU Nomor 32 tahun 2004 terlihat sangat kuat karena BPD 

memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. 

Sedangkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 justru terlihat jelas bahwa kekuatan 

hukumnya mulai lemah, namun disisi lain fungsi politiknya semakin kuat hal ini dapat 

dilihat dari BPD merupakan penyelenggara musyawarah desa. 

  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

tahapan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan 

melakukan pembatasan jumlah informan. Informan yang memberikan informasi 

kepada peneliti berjumlah 14 orang.  

Dari hasil penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan. Diketahui 

bahwa menurut peneliti, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salamwates sudah 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari temuan 

peneliti BPD saat melakukan persiapan sebelum melakukan musyawarah berkerja 

sama dengan Pemerintah Desa, yang mempersiapkan ruangan dan membagi undangan 

adalah pemerintah desa. Untuk dokumen yang akan dibahas pada saat musyawarah 

desa biasanya BPD dan Pemerintah Desa sudah saling berkoordinasi. Pada saat 

musyawarah juga BPD cukup aktif dalam mengajak peserta yang hadir agar mau 

mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk pengambilan keputusan sendiri mereka 

sudah membuat skala prioritas, jadi yang sangat penting yang diutamakan untuk 

dikerjakan terlebih dahulu.  

 

 

 

 

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah, Pembangunan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada 

kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta 

pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat 

partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bagian Menimbang dalam huruf (a) dijelaskan 

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka 

dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu 

menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan 

kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). politik dalam 

bentuk BPD.  

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berubah sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Tugas dan fungsi dari BPD dalam UU 

Nomor 22 Tahun 1999 dalam UU ini bukan Badan Permusyawaratan Desa tetapi 

Badan Perwakilan Desa. Dalam Pasal 104 dijelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa 

atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 

Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui 

menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam 
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UU Nomor 32 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur pada pasal 

209 dan pasal 210. Pasal 209 berbunyi: 

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. 

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, 

menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan 

fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Pada pasal 210 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD adalah 

wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan 

mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Dalam undang-undang 

ini masa jabatan anggota BPD sudah dibatasi, yakni selama 6 tahun dan dapat dipilih 

lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  

Setelah 17 tahun reformasi berlalu (1999-2016), Undang-undang tentang 

pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang 

baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang 

desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Setelah mengalami 

perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan Undang-

Undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP 

No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015.   
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Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 

dijelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas 

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa.  

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melembagakan kontrol 

politik terhadap desa. Sebagian besar kasus menunjukkan telah terjadi hubungan yang 

konfliktual antara BPD dan Kades. Kades tidak bisa lagi mengutip bantuan 

pemerintah, sehingga pendapatan mereka berkurang drastis. Adanya hubungan 

konfliktual antara Kades dan BPD inilah yang menjadi salah satu pengaruh revisi UU 

Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini 

berupaya membangun karakter korporatis dan harmoni dalam sistem pemerintahan 

desa. BPD tidak lagi mencerminkan representasi rakyat dan kaum marginal, dan juga 

tidak lagi menjalankan fungsi check and balances terhadap Kepala Desa. Hubungan 

konfliktual kades-BPD pada masa UU No. 22/1999 berubah menjadi hubungan 

korporatis-harmoni pada masa UU No. 32/2004.  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi 

perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. 

Ada Pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 

6/2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 BPD merupakan unsur 

penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut 

mengatur dan mengambil keputusan desa. Artinya fungsi hukum (legislasi) BPD 

relatif kuat.  

Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan (ekslusi) BPD 

dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD 
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menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga 

menjalankan fungsi menampug dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; 

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah 

desa. Ini berarti bahwa ekslusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan 

dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).  

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan 

bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi hukum dari 

Badan Permusyawaratan Desa memang diperlemah atau dikurangi, namun fungsi 

politiknya justru semakin kuat. Fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat 

kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa.  

Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan 

(kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur 

masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga 

yang memiliki hak mengadakan kegiatan musyawarah desa seharusnya juga memiliki 

peran yang sangat penting di dalam jalannya musyawarah desa.  

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD harus memiliki peran yang 

sangat aktif pada saat musyawarah desa. Karena mereka harus menyampaikan aspirasi 

dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah desa BPD harus memiliki 
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keaktifan dan bisa mengajak peserta yang hadir dalam musdes untuk membahas hal-

hal yang bersifat strategis.   

Hal-hal yang bersifat strategis tersebut di antaranya penataan Desa, 

perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, 

pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar 

biasa. Pemerintah Desa ketika ingin menyusun perencanaan desa harus mengacu 

kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota, misal Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada 

kewenangan yang diberikan kepada Desa. 

 Masyarakat desa biasanya semangat jika di ajak untuk bergotong royong 

dalam rangka melaksanakan pembangunan di desa. Namun, yang sering terjadi adalah 

banyak masyarakat yang hanya semangat membantu dalam hal memberikan tenaga. 

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif 

masyarakat yang bersangkutan.  

Partisipasi yang dimaksud tidak hanya pasrtisipasi tenaga, tetapi masyarakat 

juga harus berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran serta menyalurkannnya 

melalui wadah yang tepat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam 

pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan dapat berjalan seoptimal 

mungkin. Ide-ide pembangunan desa yang berasal dari masyarakat ditampung dalam 

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disalurkan dan dibahas pada saat 

musyawarah desa.  
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Musyawarah di desa masih sangat sering dilaksanakan. Karena masyarakat 

desa dalam mengambil keputusan selalu mengutamakan musyawarah. Begitu juga 

dengan salah satu desa di  Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa 

Timur. Masyarakat Desa Salam Wates masih menjunjung tinggi semangat gotong 

royong, meskipun gotong royong merupakan peninggalan sejak zaman dahulu  

Karena masyarakat Desa Salam Wates yang masih memiliki semangat gotong 

royong yang cukup tinggi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Desa Salam Wates. Karena dari pengamatan peneliti masyarakat di desa ini sering 

sekali melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, 

masyarakat di desa ini melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan 

renovasi rumah ibadah, mereka melakukan beberapa kali musyawarah untuk 

menentukan jumlah iuran masing-masing Kepala Keluarga untuk digunakan 

merenovasi rumah ibadah.  Jika masyarakatnya saja rajin bergotong-royong dan 

melakukan musyawarah, pasti aparatur desa di Desa Salam Wates dalam melakukan 

perencanaan pembangunan juga sering melaksanakan musyawarah terutama Badan 

Permusyawaratan Desa yang bertugas atau memiliki tanggung jawab sebagai 

pelaksana dari musyawarah perencanaan pembangunan desa.  

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mussyawarah Pembangunan Desa. 

Fungsi BPD yang berubah-ubah dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 

Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014, inilah yang kemudian menarik perhatian 

peneliti untuk mengamati peran BPD di desa. Ditambah pada UU nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dijelaskan juga bahwa yang menyelenggarakan musyawarah Desa 

adalah Badan Permusyawaratan Desa dengan dibantu oleh Pemerintah Desa yang 

menyediakan fasilitas untuk musyawarah desa.  
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